
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 64 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNA! YANG BERSUMBER 

DARI DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 
WALIKOTA BLITAR, 

a bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
906 /2114 /SJ perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait OAK Tahun 

Anggaran 2022 DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT 

Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan 

Kemenkes, maka perlu menyesuaikan atas Pemetaan 
Nomenklatur Sub Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau berdasarkan Berita Acara yang ditetapkan 

bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 
Pemerintah Kata Blitar; 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai 

Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau sudah tidak sesuai dengan dinamika 

pelaksanaan DBH CHT, maka perlu di ubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Pelaksanaan 
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Pemberian Bantuan Langsung Tonai Yang Bersumber Dari 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 
Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota­ 
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4755); 
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

ten tang 
Republik 

Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 75, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3243); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 186); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 
tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1513); 

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 
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Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 
7); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota 
Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG 
PELAKSANAAN PEMBERlAN BANTUAN LANGSUNG TUNA! 
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL 
TEMBAKAU 

Pasal I 
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota 
Blitar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian 
Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 12 
(1) Pelaksanaan BLT-DBHCHT didahului dengan 

permintaan data buruh pabrik rokok yang memenuhi 
kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 6 untuk 
diusulkan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT. 
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(2) Perrnintaan data buruh pabrik rokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan secara tertulis oleh 

Pemerintah Daerah kepada pimpinan/ 
penanggungjawab Pabrik Rokok dengan melampirkan 
Fotocopy Salinan Keputusan Walikota yang memuat 
Daftar Penerima BLT-DBHCHT Tahun sebelumnya. 

(3) Berdasarkan perrnintaan data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pimpinan/penanggungjawab Pabrik 
Rokok melakukan validasi dan verifikasi terhadap 
Daftar Penerima BLT-DBHCHT Tahun sebelumnya 
sekaligus melakukan pendataan/inventarisasi, 
penyusunan dan pengiriman usulan data buruh 

pabrik rokok calon penerima BLT-DBHCHT kepada 
Pemerintah Daerah. 

(4) Usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibubuhi tandatangan serta tera/stempel perusahaan 
dan menjadi tanggungjawab 
penanggungjawab Pabrik Rokok. 

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan melalui mekanisme pengiriman secara fi.sik 
dan/atau secara elektronik kepada Dinas Sosial. 

(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5). Dinas Sosial mengusulkan kepada Sekretaris 

Daerah untuk mendapatkan penetapan Walikota. 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 13 

( 1) Data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan 
oleh Walikota diserahkan kepada bank penyalur dalam 

rangka penyaluran. 
(2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 

melaksanakan registrasi secara administratif dan 
melaksanakan pembukaan rekening penerima BLT- 

pimpinan/ 



- 7 - 

DBHCHT meliputi pembukaan rekening secara 
kolektif. 

(3) Registrasi dan pembukaan rekening penerima BLT­ 
DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan 

oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas 
Sosial. 

(4) Registrasi dan pembukaan rekening sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan 
paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data 
penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur. 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 14 
Penyaluran dan pencairan BLT-DBHCHT dilakukan oleh 
Dinas Sosial dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU 
dengan menyertakan lampiran : 
a. Daftar nama penerima BLT-DBHCHT; 
b. Kuitansi pengajuan TU; dan 
c. SPP-TU dan SPM-TU disampaikan kepada PPKD 

selaku BUD untuk diterbitkan SP2D. 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 
se bagai beriku t : 

Pasal 15 
(1) Dinas Sosial menerbitkan Surat Perintah 

Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk 

menyalurkan BLT-DBHCHT dari rekening Dinas Sosial 
kepada rekening Bank Penyalur dan langsung 
diteruskan kepada rekening penerima BLT-DBHCHT. 

(2) Proses penyaluran dan pencairan BLT-DBHCHT 
dilaksanakan oleh Bank Penyalur yang ditetapkan 
pada tahun sebelumnya tanpa pengenaan biaya. 

(3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 16 
(1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran 

BLT - DBHCHT kepada Dinas Sosial 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan 
kebutuhan. 

(3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 

a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening 
penerima BLT-DBHCHT; 

b. jumlah dana yang ditarik oleh penerima BLT­ 
DBHCHT dari rekening penerima BLT-DBHCHT; 

c. jumlah dana yang tersisa pada rekening penerima 
BLT-DBHCHT; 

d. jumlah penerima BLT-DBHCHT yang sudah dan 
belum menarik dana BLT-DBHCHT; dan 

e. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau 
tertunda. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan secara tertulis. 

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi 

sebagai berikut : 
Pasal 17 

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
16, Din as Sosial dapat memerin tahkan kepada Bank 

Penyalur untuk membekukan sementara rekening 
penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana 
BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi 
sebagai berikut : 

(1) Dalam 
Pasal 18 

pelaksanaan BLT-DBHCHT dilakukan 
koordinasi mulai tahap perencanaan, penganggaran, 
sosialisasi, penyaluran, dan penanganan pengaduan. 

(2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas Sosial mempunyai tugas: 
a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi 

dan langkah -langkah yang tepat, cepat, dan 
terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT­ 
DBHCHT; 

b. menyusun perencanaan dan pendataan penerima 
BLT-DBHCHT; 

c. melakukan sosia!isasi pelaksanaan BLT-DBHCHT; 
d. mengelola pengaduan dan melakukan 

penyelesaian tindak lanjut pengaduan 
sehubungan dengan pelaksanaan BLT-DBHCHT; 
dan 

e. menyelesaikan kemungkinan terjadinya konflik 
kepentingan (conflict off interest) sehubungan 
dengan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan 
kewenangan. 

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 19 
(1) Walikota melalui Dinas Sosial melakukan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT. 
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan 
pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai 
umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan 
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pelaksanaan 
selanjutnya 

program BLT-DBHCHT tahun 

Pasal II 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Betita Daerah Kata Blitar. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Blitar 

15 Juli 2022 

WALIKOTA BLITAR 

ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 
Pada Tanggal 15 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

Priyo Suhartono 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NO MOR 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

AHMAD TOBRONI. S.H. 
NIP. 19670909 199803 1 008 
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